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MOTTO 

“Sesungguhnya Bersama Kesulitan ada Kemudahan. Maka apabila engkau telah 

selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan 

hanya kepada TUHAN mu lah engkau berharap” 

(Q.S Al Insyirah:6-8) 

 

“Terlambat Bukan Berarti Gagal, Cepat Bukan Berarti Hebat, Terlambat bukan 

menjadi alasan untuk menyerah, setiap orang memiliki proses yang berbeda. 

PERCAYA PROSES itu yang paling penting, Karena Allah telah mempersiapkan 

Hal baik dibalik kata Proses yang kamu anggap Rumit” 

(Edwar Satria) 

 

“Perang telah usai,  aku bisa pulang 

Kubaringkan panah dan berteriak, MENANG!!!” 

(Nadin Amizah) 
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ABSTRAK 

TINJAUAN TERHADAP HARTA PUSAKO RENDAH DAN HARTA 
BERSAMA PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN 

HUKUM ISLAM 

Oleh 
Lidia Gusni Yanti 

Perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan suami istri, tetapi juga menimbulkan 
akibat hukum terhadap penguasaan dan pembagian harta yang diperoleh selama 
perkawinan. Dalam masyarakat Minangkabau, persoalan harta pasca perceraian 
memiliki karakteristik tersendiri karena dipengaruhi oleh sistem kekerabatan 
matrilineal yang hidup berdampingan dengan hukum Islam sebagai sistem hukum 
yang dianut oleh mayoritas masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk  
menganalisis kedudukan harta pusako rendah dan harta bersama pasca perceraian 
menurut hukum adat Minangkabau dan hukum Islam serta mekanisme penyelesaian 
sengketanya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris 
dengan pendekatan deskriptif kualitatif sosiologis dan antropologis hukum. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum adat Minangkabau, harta pusako 
rendah yang semula merupakan hasil usaha keluarga inti dapat berubah menjadi 
harta komunal apabila telah diikat sebagai harta kaum sehingga tidak dapat dibagi 
setelah perceraian. Sebaliknya, harta bersama tetap berada dalam lingkup keluarga 
inti dan dapat dibagi secara adil. Dalam perspektif hukum Islam, harta yang 
diperoleh selama perkawinan dipandang sebagai bentuk syirkah dan pembagiannya 
didasarkan pada prinsip keadilan. Penyelesaian sengketa umumnya dilakukan 
melalui musyawarah adat, sedangkan Pengadilan Agama menjadi jalur formal 
apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan. 

Kata kunci: Harta Pusako Rendah, Harta Bersama, Perceraian, Hukum Adat 
Minangkabau, Hukum Islam. 
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ABSTRACT 

REVIEW OF THE LOWER PUSAKO PROPERTY AND THE POST-
DIVORCE JOINT PROPERTY PERSPECTIVE OF CUSTOMARY LAW 

AND ISLAMIC LAW 

By 
Lidia Gusni Yanti 

Divorce not only ends the marital relationship, but also has legal consequences for 
the control and division of property acquired during marriage. In Minangkabau 
society, the issue of post-divorce property has its own characteristics because it is 
influenced by the matrilineal kinship system that coexists with Islamic law as a 
legal system adopted by the majority of the community. This research aims to  
analyze the position of low pusako property and post-divorce joint property 
according to Minangkabau customary law and Islamic law and the dispute 
resolution mechanism. The research method used is empirical legal research with a 
qualitative, sociological, and legal anthropological descriptive approach. The 
results of the study show that in Minangkabau customary law, low pusako property 
that was originally the result of the nuclear family's business can be turned into 
communal property if it has been tied as tribal property so that it cannot be divided 
after divorce. On the other hand, the common property remains within the scope of 
the nuclear family and can be divided fairly. In the perspective of Islamic law, 
property acquired during marriage is seen as a form of shirkah and its division is 
based on the principle of justice. Dispute resolution is generally carried out through 
customary deliberation, while the Religious Court becomes a formal channel if the 
deliberation does not reach an agreement.  

Keywords: Lower Pusako Property, Joint Property, Divorce, Minangkabau 
Customary Law, Islamic Law. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hukum Adat dan hukum Islam merupakan dua sistem hukum penting 

yang hidup berdampingan dalam tatanan hukum nasional Indonesia. Hukum 

adat bersumber dari nilai-nilai budaya lokal yang diwariskan turun-temurun dan 

bersifat tidak tertulis, fleksibel, serta mengutamakan musyawarah. Sebaliknya, 

hukum Islam berlandaskan pada Al-Qur’an, hadist, ijma’, dan ijtihad ulama, 

serta telah diformalkan melalui lembaga seperti Mahkamah Agung dan 

Pengadilan Agama. Perbedaan karakter kedua sistem hukum ini menjadi 

signifikan ketika terjadi persoalan harta pasca perceraian, khususnya di daerah 

yang masih kuat memegang adat matrilineal.1 

Dalam konteks Minangkabau, masalah pembagian harta pasca perceraian 

menjadi rumit ketika berkaitan dengan harta pusako rendah, yaitu harta hasil 

usaha beberapa generasi terakhir yang diwariskan dalam garis keturunan 

perempuan. Berbeda dengan harta pusako tinggi, yang merupakan warisan 

nenek moyang dan hampir tidak dapat dialihkan, harta pusako rendah lebih 

fleksibel namun tetap berada dalam pengawasan kaum. Ketika terjadi 

perceraian, penentuan apakah harta tersebut adalah harta adat atau harta 

pencaharian bersama sering menimbulkan perdebatan. 

  

 
1 Himan Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat (Madza Media, 1983). 
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Di sisi lain, hukum Islam dan hukum nasional memiliki konsep harta 

bersama (gono-gini), yaitu seluruh harta yang diperoleh selama masa 

perkawinan, kecuali warisan, hibah, dan harta bawaan. Pembagiannya 

dilakukan secara adil antara suami dan istri setelah perceraian. Ketentuan ini 

didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta diperkuat dengan putusan-putusan 

Mahkamah Agung. Perbedaan mendasar antara konsep adat mengenai harta 

pusako rendah dengan konsep harta bersama dalam hukum Islam inilah yang 

menjadi sumber konflik. 

Fenomena di masyarakat menunjukkan bahwa sengketa harta pusako 

rendah pasca perceraian semakin meningkat, termasuk di daerah Lunang 

Tengah, Sumatera Barat. Banyak kasus di mana istri menganggap harta pusako 

rendah sebagai harta bersama karena diperoleh selama perkawinan, sementara 

keluarga suami atau kaum adat menegaskan bahwa harta tersebut adalah milik 

garis keturunan ibu. Konflik semacam ini menggambarkan benturan antara 

norma adat dengan hukum Islam dan hukum nasional, terutama ketika 

penyelesaian dilakukan di pengadilan agama. 

Sementara itu, pemahaman masyarakat lokal tentang harta pusako rendah 

dan harta bersama sering bercampur. Banyak masyarakat yang belum bisa 

membedakan mana harta yang benar-benar merupakan pusako rendah, dan 

mana yang sebenarnya tergolong harta bersama karena berasal dari pencaharian 

suami–istri. Situasi ini diperparah oleh kurangnya pembuktian tertulis terkait 

status harta, karena sebagian besar harta adat diwariskan tanpa bukti formal. 
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Akibatnya, penyelesaian sengketa menjadi sulit dan sering kali terjadi konflik 

antara adat lokal dan aturan formal negara 

Dalam kerangka hukum nasional, penyelesaian masalah harta pasca 

perceraian berpedoman pada berbagai peraturan seperti Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU 1/1974 tentang 

Perkawinan2, serta Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu, di tingkat daerah, 

Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari 

menegaskan bahwa penyelesaian sengketa pusaka harus mengikuti ketentuan 

adat Minangkabau 3. Peraturan ini mempertegas peran lembaga adat dalam 

menyelesaikan persoalan harta pusaka, namun pada saat yang sama 

menimbulkan tantangan ketika putusan pengadilan agama tidak sejalan dengan 

pemahaman adat minangkabau. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kedudukan harta pusako rendah dan harta bersama menurut 

hukum adat minang serta hukum Islam setelah terjadinya perceraian? 

2. Bagaimana penyelesaian sengketa dalam penentuan harta pusako rendah 

dan harta bersama pasca perceraian di masyarakat hukum adat minang 

dan hukum Islam? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan harta pusako rendah dan 

harta bersama menurut hukum adat Minangkabau serta hukum Islam 

 
2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
3 Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari 
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setelah terjadinya perceraian. 

2. Untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa dalam penentuan 

harta pusako rendah dan harta bersama pasca perceraian di masyarakat 

hukum adat Minang dan hukum Islam. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoretis 

a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya 

dalam bidang hukum keluarga, hukum waris, hukum adat, dan hukum 

Islam. 

b. Menambah kajian akademik mengenai hubungan, perbedaan, dan titik 

temu antara hukum adat dan hukum Islam dalam konteks pembagian 

harta pusako dan harta bersama setelah perceraian. 

c. Menjadi dasar teoritis untuk penelitian lanjutan yang mengkaji 

harmonisasi antara sistem hukum nasional, hukum adat, dan hukum 

Islam. 

d. Menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam 

dan nilai-nilai kekerabatan dalam hukum adat dapat saling melengkapi 

dalam praktik sosial masyarakat Indonesia. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat, khususnya yang hidup 

dalam lingkungan adat, untuk memahami hak dan kewajiban hukum 

dalam pembagian harta setelah perceraian. 
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b. Memberikan masukan bagi lembaga adat dan pengadilan agama dalam 

menyelesaikan sengketa harta secara adil dan kontekstual dengan 

memperhatikan nilai hukum adat dan ketentuan hukum Islam. 

c. Menjadi referensi praktis bagi aparat penegak hukum, akademisi, dan 

pembuat kebijakan dalam menyusun atau menyempurnakan aturan 

hukum terkait penyelesaian sengketa harta keluarga pasca perceraian. 

d. Mendorong terciptanya penyelesaian sengketa yang lebih damai dan 

berkeadilan, sehingga mengurangi potensi konflik berkepanjangan di 

masyarakat. 

E. Penelitian Terdahulu 

Penelitian Terdahulu merupakan sumber rujukan bagi penulis ketika 

melakukan penelitian, serta dapat menjadi referensi dan teori yang digunakan 

ketika melakukan penelitian selanjutnya dan bisa melihat pembaharuan yang 

dapat dilakukan pada penelitiannya. Dalam Penelitian Terdahulu, penulis 

merujuk jurnal penelitian yang topik pembahasan hampir sama dengan topik 

penelitian penulis. Oleh karena itu, penulis akan membahas beberapa penelitian 

terdahulu. Pada penelitian yang pertama yaitu “Konflik dan Resolusi dalam 

Pembagian Harta Pasca Perceraian di Tanah Pusaka Minangkabau”. Penelitian 

ini menjelaskan tentang bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa harta 

pasca perceraian menurut hukum adat dan hukum Islam serta bagaimana 

efektivitas dualisme hukum dalam memberikan keadilan. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk menggambarkan pola penyelesaian sengketa yang dilakukan 

masyarakat dan menganalisis efektivitas koordinasi antara lembaga adat dan 
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lembaga peradilan agama. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa proses 

penyelesaian sengketa seringkali diawali dengan musyawarah kaum, dan 

apabila tidak tercapai kesepakatan, barulah perkara diajukan ke pengadilan 

agama. Dualisme hukum ini sering menimbulkan tumpang tindih kewenangan, 

tetapi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk 

menangani perkara dengan cara yang sesuai dengan hukum setempat. Penelitian 

ini menegaskan pentingnya menyelaraskan antara hukum adat dan hukum Islam 

dalam praktik pembagian harta pasca perceraian di Minangkabau4. 

Penelitian “Hubungan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam 

Pembagian Warisan di Masyarakat Minangkabau”. Pada penelitian ini 

menjelaskan bagaimana hubungan antara hukum Islam dan hukum adat dalam 

pembagian warisan di masyarakat Minangkabau, serta bagaimana masyarakat 

menyikapi perbedaan prinsip antara kedua sistem hukum tersebut. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara hukum 

Islam yang bersifat bilateral-patrilineal dan hukum Minangkabau yang bersifat 

matrilineal, serta untuk mengetahui bagaimana masyarakat umum 

memperlakukan keduanya dalam praktik pewarisan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa masyarakat Minangkabau secara konsisten menerapkan 

hukum adat dalam pembagian harta pusako tinggi, sementara hukum Islam 

seringkali diterapkan untuk harta pencaharian (pusako rendah). Dalam 

praktiknya, masyarakat seringkali  berkompromi antara kedua sistem hukum 

 
4 M. Agung Setiawan and Hendri Zola Efendi, “Konflik Dan Resolusi Dalam Pembagian 

Harta Pasca Perceraian Di Tanah Pusaka Minangkabau,” USRATYࣟ: Journal of Islamic Family Law 
2, no. 1 (2024): 38–47, https://doi.org/10.30983/usraty.v2i1.8380. 
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tersebut, yang memperkuat struktur adat sekaligus memasukkan prinsip-prinsip 

Islam. Penelitian ini menyoroti keberadaan beberapa bentuk pluralisme hukum 

yang dipraktikkan dan diterima oleh masyarakat Minangkabau5. 

Penelitian “Hubungan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam 

Pembagian Warisan di Masyarakat Minangkabau”. Pada penelitian ini 

menjelaskan bagaimana hubungan antara hukum Islam dan hukum adat dalam 

pembagian warisan di masyarakat Minangkabau, serta bagaimana masyarakat 

menyikapi perbedaan prinsip antara kedua sistem hukum tersebut. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara hukum 

Islam yang bersifat bilateral-patrilineal dan hukum Minangkabau yang bersifat 

matrilineal, serta untuk mengetahui bagaimana masyarakat umum 

memperlakukan keduanya dalam praktik pewarisan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa masyarakat Minangkabau secara konsisten menerapkan 

hukum adat dalam pembagian harta pusako tinggi, sementara hukum Islam 

seringkali diterapkan untuk harta pencaharian (pusako rendah). Dalam 

praktiknya, masyarakat seringkali  berkompromi antara kedua sistem hukum 

tersebut, yang memperkuat struktur adat sekaligus memasukkan prinsip-prinsip 

Islam. Penelitian ini menyoroti keberadaan beberapa bentuk pluralisme hukum 

yang dipraktikkan dan diterima oleh masyarakat Minangkabau6. 

 
5 nurul Ilmi Idrus, “Hubungan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pembagian 

Warisan Di Dalam Masyarakat Minangkabau,” (Yogya: PPK UGM Dan Ford Fondation) 3, no. 1 
(2018): 23. 

6 urul Ilmi Idrus, “Hubungan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pembagian 
Warisan Di Dalam Masyarakat Minangkabau,” (Yogya: PPK UGM Dan Ford Fondation) 3, no. 1 
(2018): 23. 
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Penelitian “Sistem Pewarisan Harta Pusako di Minangkabau Ditinjau dari 

Hukum Waris Islam” pada penelitian ini menjelaskan bagaimana sistem 

pewarisan pusako tinggi di Minangkabau dijalankan menurut ketentuan adat, 

dan bagaimana kesesuaian atau perbedaan sistem tersebut jika ditinjau dari 

hukum waris Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami prinsip-

prinsip dasar pewarisan pusako tinggi yang telah diterapkan dalam masyarakat 

Minangkabau, serta menganalisis potensi keselarasan atau titik temu antara 

aturan adat dan hukum Islam, khususnya dalam konteks hak waris. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum adat Minangkabau, pusako tinggi 

bersifat kolektif dan diwariskan secara matrilineal kepada kemenakan, bukan 

kepada anak kandung atau pasangan, Oleh karena itu, berbeda dengan hukum 

waris Islam yang berbasis hubungan nasab langsung. Namun, pada 

kenyataannya masyarakat seringkali mengikuti aturan Islam, yang berkaitan 

dengan harta pusako rendah atau harta pencaharian. Penelitian ini menunjukkan 

bahwa adanya pluralisme hukum di Minangkabau, di mana hukum Islam dan 

hukum adat saling mempengaruhi dan berinteraksi dalam pewarisan harta7 

 

 

 

 

 

 
7 Rahmi Murniwati, “Sistem Pewarisan Harta Pusako Di Minangkabau Ditinjau Dari 

Hukum Waris Islam,” UNES Journal of Swara Justisia 7, no. 1 (2023): 103, 
https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.315. 


